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RINGKASAN PENELITIAN 

KEBUAKSANAAN PElvffiRINT Ali lvffiNGENAI PEMBERlAN HAK AT AS 

BAGIAN T ANAH HAK PENGELOLAAN ( Agus Sekannadj~ Sri Winars~ Suparto 

Wijoyo, Abd. Shomad, Taltun 2001,28 Halaman) 

Pennasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah hak 

pengelolaan tennasuk hak atas tanah atau hak menguasai dari negara, dan bagaimana 

relevansi kebijaksanaan pemerintah mengenai pemberian hak atas bagian tanah hal< 

pengelolaan apabila dikaitkan dengan peraturan pel11ndang-undangan hukum agraria 

khususnya yang mengatur tentang hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai atas 

tanah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan 

kedua model pendekatan tersebut , dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian 

mendalam mengenai peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria 

khususnya tentang hak pengelolaan untuk direfleksi dan diargumentasi secara teoritil< 

berlandaskan pada konsep dasar huku Agraria . . 
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

berupa Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pJaksanaannya. 

Sedangkan data sekunder berupa karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan 

jurna1 ilmiah khususnya di bidang hukum Agraria. Data yang telah terkumpul diolah 

secara kualitatif melalui proses penalaran hukum yang logis sistematis. 

Dari basil penelitian menunjukkan bahwa hak pengelolaan lebih tepat dikategorikan 

ke dalam hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan mempunyai wewenang 

untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

Disamping itu pemberian bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga tidak 

relevan apabila diberikan dengan hal< milik . Hal ini mengingat hak . milik 
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mempunyai sifat turun temunm terkuat dan terpenuh. Dengan adanya sifat tersebut 

khususnya sifat turun temunm dan terkuat maka apabila bagian dari tanah hak 

pengelolaan tersebut diberikan kepada pibak ketiga maka akan tetjadi pemutusan 

hubungan hukurn antara pemegang hak pengelolaan dengan tanah hak 

pengelolaannya. 

(L.P. Fakultas Hukwn Universitas Airlangga, Sumber biaya : DIK Suplemen 

Universitas Airlangga 2001, SK Rektor Nomor 5306/J031PG/2001, Tanggal 12 Juni 

2001) 
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BAB J 

I'EN DAHULUAN 

1. La lar Bclakang Masalah 

Agraria merupakan salah satu bidang yang sanga! penting dalam 

kchidupan ekonomi Negara Republik Indonesia. Pada Jal11all ko lonial sudah 

dirasakan bahwa poli tik hukull1 agraria pada saat illl sanga! tidak 

mcngulltungkan bagi Bangsa Indones ia. Dengan kala lain sega la ha l dalam kchi-

jaksanaan mcngcnal pertanahan pada masa kolonial tcrasa ama! tidak 

menguntungkan dan jauh dari rasa keadilan bangsa, karena segala 

kebijaksanaan pcmcrinlah ko lonial, termasuk dalam masalah pertanahan 

.. .. 
scnantiasa didasarkan pada prmSlp-pnnSlp yang seeara nyata harus 

mengulltungkan pihak penjajah (Departemen Pencrangan, 1982:20). 

Dengan Proklamasi kemerdekaan tangga l 17 Aguslus 1945, Pemcrinlah 

Belanda dihapuskan dari Bum i Indonesia dan tcrbentukIah suatu bangsa dan 

negara yang bcrdaulat yaitu Negara Kesatuan repub li k Indoncsia. Scharusnya 

sejak saal itu rerhapus pula segala pcraruran hukum koloninl tcnnasuk Hukum 

Agraria dan diromoak dan digan ti dengan hukum nasional. 

Untuk I11cnghindarkan pertentangan·pertentangan maka dalam Aturan Peralihan 

Pasal II Undang·Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala badan negara dan 

pcra turan yang ada masih langsung berlaku sclama bclul11 diadakan yang baru 

I11cnurut Undang·Undang Dasar ini. 
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Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan tersebut peraturan hukum 

agraria kolonial masih ~erlaku sampai dengan tanggal 24 September 1960 

yakni s~~t lahimya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian kita 

kenai dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria. 

Sejak tanggal 24 September 1960 itu hukum agraria kolonial tidak 

berlaku lagi dan diganti dengan hukum agraria nasional. Karena Undang­

Undang Pokok Agraria itu hanya menatur mengenai pokok-pokoknya saja, maka 

peraturan-peraturan pelaksanaan hukum agraria yang lama masih tetap berlaku 

untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosongan hukum. 

Dalam Undang-undang Pokok Agraria diatur mengenai konsep 

hubungan antara tanab dengan negara yang sangat berbeda dengan yang diatur 

dalanl Agrarisch Besluit (Stb. 1870 Nomor 118). Agrarisch Besluit ini sebagai 

pelaksanaan lebih lanjut Agrarische Wet (stb. 1870 Nomor 55)(Boedi Harsono, 

1994:37). 

Menurut ketentuan Agrdrisch Besluit, hubungan antara negara dengan 

tanahnya merupakan hubungan kepemilikan. Pola hubungan semacam ini 

dilakukan dalam Domain Verklaring yang pada prinsipnya menyatakan babwa 

tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi milik 

negara. Domein verklaring ini terutama ditujukan terhadap tanah-tanah yang 

dikuasai oleh hukum adat yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara 

tertulis. 

". 
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Dengan demikian Pemerintah Hindia Belanda mempunyai alasan yuridis 

untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah yang berasal dari hukum adat 

(Eman, 1996:45). 

Menurut UUPA hubungan negara dan tanahnya tidak lagi merupakan 

hubungan kepemilikan tetapi merupakan hubungan penguasaan. Pola hubungan 

semacam ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yamg terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 

Dalam hal ini Boedi Harsono (1994:205) mengatakan bahwa wewenang 

negara dalam bidang pertanahan tersebut merupakan pelimpahan tugas bangsa. 

sehingga berbeda benar dengan hubungan hukum yang bersifat kepemilikan 

antara negara dengan tanah berdasarkan Domein Verklaring dalam Hukum 

Tanah Administratif pada waktu sebelum berlakunya UUPA. 

Dalam Penjelasan Umum II UUPA disebutkan bahwa UUPA berpangkal 

pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya, bahwa Bangsa Indonesia 

ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara 

sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku badan 

penguasa (Boedi Harsono, 1991 :29). 

Pol a hubungan antara negara dengan tanahnya yang bersifat penguasaan 

ini memberikan wewenang kepada negara seperti yang diatur dalam PasaJ 2 ayat 

(2) UUPA. Menurut ketentuan ini. kewenangan ncgara tersebut mdiputi tiga 

hal: 

3 
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut di atas khususnya 

kewenangan dalam huruf b dari Pasal 2 ayat (2) UUP A, negara dapat 

memberikan hak atas tanah kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama 

dengan orang lain serta badan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

UUP A. Macam-macam hak atas tanah yang dimakdsud adalah sebagaimana 

dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu: 

a. Hak milik. 

b. Hak guna usaha. 

c. Hak guna bangunan. 

d. Hak pakai. 

e. Hak sewa. 

f. Hak membuka tanah. 

g. Hak memungut hasil hutan. 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebUl di alas yang 

alamn ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal53. 
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Hak-hak atas tanah tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu: 

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah yang keberadaannya 

tetap diakui dan tidak akan dihapus. Yang termasuk hak atas tanah yang 

bersifat tetap ini adalah hak-hak yang disebutkanpada huruf a sampai g. 

2. Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang 

keberadaannya pada waktu tertentu akan dihapus, mengingat hak tersebut 

mengandung unsur pemerasan. Hak semacam ini dapat dilihat dalam Pasal 53 

UUP A yaitu hak usaha bagi hasil, gadai tanah pertanian, hak menumpang 

dan hak sewa atas tanah pertanian. 

3. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Pengaturan 

semacam ini akan memberi peluang bagi munculnya hak atas tanah baru yang 

cukup diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengubah UUP A. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa istilah hak pengelolaan tidak 

tertuang secara eksplisitdalam UUPA. Hanya dalam penjelasan Umum II angka 

(2) bahwa negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum 

dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya misalnya hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atau membarikannya dalam 

pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah 

swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

Istilah hak pengelolaan mulai dimuat seCara eksplisit sejak keluarnya 

Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak 
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Pengasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan 

selanjutnya. 

Dalam perkembangannya hak pengelolaan semakin diakui eksistensinya 

dengan diatumya hak tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang setidak-tidaknya menyebut istilah pengelolaan. 

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebelum tahun 1996 pada 

umumnya menyebutkan bahwa hak pengelolaan merupakan hak atas tanah. 

Sedangkan peraturan-peraturan yang keluar tahun 1996 dan sampai saat ini 

menyebutkan bahwa hak pengelolaan adalah hal( menguasai dari negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

Padahal antara hak menguasai dari negara dan hak atas tanah merupakan dua hal 

yang berbeda. 

Dalam Pasal 2 Permendagri No. 1 Tahun 1977 disebutkan bahwa pemegang hak 

pengelolaan dapat memberikan bagian dari tanah hak pengelolaannya kepada 

pihak ketiga dengan hak milik, Hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. 

Meskipun Permendagri No. 1 Tahun 1977 tersebut telah dicabut dengan 

keluamya Peraturan Menteri AgrariaIKepala BPN No. 9 Tahun 1999 namun 

substansi dari Permendagri tersebut belum ada yang menggantikan atau merubah. 

2. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji adalah : 

I. Apakah hak pengelolaan tennasuk hak atas tanah atau hak menguasai dari 

negara? 
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2. Bagaimana relevansi kebijaksanaan pemerintah mengenai pemberian hak 

atas bagian tanah hak pengelolaan apabila dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan hukum agraria, kususnya yang mengatur tentang hak 

milik, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah ? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Inl adalah untuk mengetahui apakah hak 

pengelolaan itu termasuk hak atas tanah atau hak menguasai dari negara. 

Disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui relevansi mengenai 

kebijaksanaan pemerintah dalam pemberian hak atas bagian tanah hak 

pengelolaan apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan hukum 

agraria, khususnya yang mengatur tentang hak milik, hak guna bangunan dan hak 

pakai. 

4. Manfaat Penelitian 

HasH penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tan,bahan 

referensi untuk mengembangkan materi perkuliahhan hukum agraria di 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan tidak menitup kemungkinan 

sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam pembentukan kebijaksanaan 

tentang pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan. 



BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Istilah hak pengelolaan tidak terdapat dalam Pasal 16 UUP A. Secara 

implisit hak ini bam dapat ditemukan apabila ditelaah Penjelasan Umum II 

angka (2) yang menyatakan bahwa dengan berpedoman pada hak menguasai 

dari negara atas tanah maka negara dapat memberikan tanah kepada seseorang 

atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, 

misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau 

memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, 

jawatan, daerah swatantra), untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya 

masing-masing. 

Sehubungan dengan hak pengelolaan ini Boedi Harsono mengatakan 

adanya hak pengelolaan dalam hukum tanah nasionaJ kita tersirat dalam 

Penjelasan Umum II angka (2). Kemudian eksistensi hak pengelolaan tersebut 

mendapat pengukuhan olt:h undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 

Rumah Susun (Boedi Harsono. 1994:219). 

Dengan uraian yang agak berbeda Effendi Parangin (1991 ; 311 ) 

menyatakan bahwa UUP A tidak mengatur, bahkan menyebutpun tidak 

mengenai Hak pengelolaan. Hanya dalam Penjelasan Umum UUPA ada 

perkiltaan "pengelolaan" (bukan hak pengelolaan) yaitu dalam angka 11.2. 

Parlindungan dalam bukunya yang bcrjudul hak p~ngelolaan dalam sistem 

UUP A (1994: 1) menyebulkan bahwa hak pengelolaan adalah suatu hak atas 

8 
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tanah yang sarna sekali tidak ada istilahnya dalarn UUP A dan khusus hak ini 

demikian pula luasnya terdapat di luar ketentuan UUP A. 

Dari uraian tersebut di atas semakin jelas bahwa meskipun UUP A 

merupakan peraturan dasar yang mengatur hak-hak atas tanah sebagaimana 

tercantum dalarn pasal 16, narnun tidak menyebutkan adanya hak pengelolaan. 

Hak pengelolaan ini pertama kali muncul saat dikeluarkannya kebijaksanaan 

sebagaiman tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 

Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan 

Kebijaksanaan selanjutnya. Kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam rangka 

melaksanakan konversi hak penguasaan atas tanah negara yang berada pada suatu 

departemen, direktorat dan daerah swatantra. 

Sehubungan dengan hal tersebut RO. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa 

bertitik tolak dari Penjelasan Umum II angka (2) di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa landasan hukum dari hak pengelolaan di dalam UUPA telah 

disinggung oleh penjelasan umum UUP A tersebut. Namun Hukum Materiilnya 

berada di luar UUPA (Ramli Zein, 1994:49). 

Dalarn Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 

dinyatakan bahwa jika hak penguasaan atas tanah negara tersebut digunakan 

sendiri oleh departemen, direktorat, jawatan dan daerah swatantra. maka 

dikonversi menjadi hak pakai. Sedangkan menu rut Pasal 2 dinyatakan bahwa 

jika tanah tersebut selain digunakan sendiri juga dimaksudkan untuk dapat 

diberikan dengan suatu hak kepada pihak ketiga, maka dikonversi menjadi hak 

Pengelolaan. 



10 

Peraturan Menteri Agraria tersebut diterbutkan untuk menyesuaikan 

dengan tuntutan UUPA dalarn hal unifikasi hak-hak atas tanah dengan 

menggunakan sarana ketentuan-ketentuan konversi sebagaimana disebutkan 

dalamdiktum kedua. Keadaan tersebut dapat dilihak dari pertimbangan 

Peraturan Menteri Agraria yan menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan 

penertiban didalam rangka melaksanakan konversi menurut ketentuan UUP A, 

maka perlu diberikan penegasan mengenai status tanah-tanah negara yang 

dikuasai dengan hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan hak-hak atas tanah semacarn itu. 

Dari pertimbangan Peraturan Menteri Agraria yang disebutkan di atas 

dapat diketahui pula bahwa tanah-tanah yang dikonversimenjadi hak 

pengelolaan tersebut pada awalnya merupakan tanah-tanah negara yang 

dikuasai oleh instansi-instansi pemerintah dengan hak penguasaan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah 

Negara (Sumardji, 1995: 15). 

Mengenai pengertian tanah negara dijelaskan dalam Pasal 1 huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yaitu tanah yang· dikuasai penuh 

oleh negara. Lebih lanjut penjelasan umumnya menerangkan bahwa menurut 

Domein Verklaring yang antara lain dinyatakan dalarn Pasal 1 Agrarisch Besluit, 

semua tanah baik yang bebas sarna sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang 

berdasar atas hukum adat asli Indonesia maupun yang berdasar atas hukum barat), 

dianggap menjadi Vrijlandsdomein yaitu tanah-tanah yang dikuasai penuh olch 
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negara. Tanah-tanah demikian itulah yang dalam Peraturan Pemerintah ini 

disebut dengan tanah negara. 

Dari ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nonor 8 Tanhun 

1953 dan penjelasannya tersebut dapat ditegaskan bahwa tanah negara adalah 

tanah yang dikuasai penuh oleh negara karena belum ada hak-hak atas tanah 

tertentu yang membebaninya. 

Dengan uraian yang agak berbeda namun intinya sarna, Maria S. W. 

Sumardjono (1994:3) mengatakan yang dimaksud tanah negara adalah tanah­

tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat 

dan tanah wakaf. Adapun mengenai ruang lingkup tanah negara menurut Maria 

S. W. Sumardjono (1994:3) meliputi : 

a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya. 

b. Tanah-tanah yang brakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. 

c. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. 

d. Tanah-tanah yang diterlantarkan. 

e. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata 

cara pencabutan hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 

1961 dan pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres Nomor 55 tahun 1993. 

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

1953 adalah untuk mengatur kemaH kesimpang siuran dalam urusan penguasaan 

tanah negara pada umumnya. Kekacauan itu diawali pada masa pcndudukan 
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jepang. Scbagaimana di scbutkan salam pcnjclasan umul11 angka 5 Peratllran 

Pemerintah Nomor 8 Tahull 1953 bahwa : 

UnlUk melancarkan usaha-usaha pcpcrangan, berbagai jawatan dari 
PCl11crintah pendudukan Jepang diberi ke leluasaan penuh unt uk mengatur 
kepcntingan masi ng-musing. Akibatnya ialah bahwa dalam urusan tallah, 
Jawatan illl bcrbuat sckehcndak scndiri dcngan mcngabaikan peraturan­
pcraturan yang ada. Banyaknya tanah-tnnah negam yang dcngan bcgitll saja 
dipergunakan unluk kcpcrluan yang Illcnyimpang dari lujuan yang tc lah 
ditcntukan scmuia alau dipi ndah-pindahkan dari tangall jawatan satu kc 

tangan jawatan yang lain, dengan tidak mclalui aeam pcnerimaan dan 
penyc rahan yang resmi. Banyak pu la tanalHanah ncga ra yang dib il.l rkan 
terl antar oleh Jawman yang tidak mcmbutuhkan lagi. Sclain dari pada itu 
se ring pu la terj ad i pembclian-pcmbeli an tanah dari pcnduduk yang tidak saja 
dilakukan mcnurut peraturan-pcraturan yang ada Il1c lainkan keillud ianpun 
tidak d iketahui Jawma n manakah yang menguasainya. 

Ternyata tindakan-tindakan berbaga i jawatan yang tidak menunj ukkan gan s-

garis kcbijaksanaan yang sarna itu bcrl anjut hingga scsudah berakhirnya 

pcndudukan Jcpang. Kcs impang SlUrang urusall penguasaan tanah negara pada 

ulllumnya tidak dapal diatas i dengan Stb. 191 1 No. 11 0. Satu-satunya cara 

adalah dcngan mcmbctuk peraturan baru untuk meng<:'lur kc mbal i 

kcsemrawutan urusan penguasa.:m tanah-tanah ncgara . Olch karcna itu di terbitkan 

Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 1953. Baru kcmudian pada tangga l 6 

Desember 1965 ditclapkan Peraturan Mentcri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 

(S ito rus dan Nomadyawati , 1995:87). 

Bcrdasarkan Peraturan Mcntcri Agraria No mor 9 Tahull 1965 1111 maka tana h-

tanah yang disamping dipcrgunakan scndi ri juga dimal.. slIdkan unt uk dapm 

dibcrikan p.::!da pihak lain . dikonvcrsi mcnjadi hak pengclolaan. 

I L , .... OOA. 
dIAl'" 



DAD III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan praturan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual (Suparto Wijoyo et aI, 2000:12). Dengan menggunakan 

kedua model pendekatan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian 

mendalam mengenai peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria 

khususnya tentang hak pengelolaan untuk direfleksi dan diargumentasi secara 

teoritik berlandaskan pada konsep dasar hukum agraria. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria 

dan perattiran-peraturan pelaksanaannya. Dat& sekunder yang dipergunakan ialah 

karya ilmiah para sarjana, hasH-hasH penelitiandan jurnal-jurnal ilmiah khususnya 

di bidang hukum Agraria. 

Data yang telah terkumpul diolah secara kualitatif melalui proses 

penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Penalaran hukum ini 

dilakukan dengan memperhatikan kekhasan logika dalam ilmu hukum nomlatif 

dengan bersandarkan pada hakekat hukum (the nature of laws), sumber hukum 

(the sources of laws) dan jenis hukum (the kinds of laws) (hving M Copi-P.M. 

Hadjon dalam Suparto Wijoyo, 2000:13). 

Dengan demikian langkah-Iangkah analisis terhadap data yang ada 

didasarkan atas langkah-Iangkah berpikir secara sistematis untuk memperolch 

13 
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pemahaman yang komprehensif atas pokok masalah yang dijadikan titik tolak 

penelitian (ibid.) 

Untuk mempertajam analisis dipergunakan metode interpretasi. 

lnterpretasi yang digunakan khususnya adalah interpretasi gramatikal interpretasi 

sistematis dan interpretasi historis. 



BABIV 

BASIL PENELITTAN DAN PEJ\oIBAHASAiX 

I. Invcntarisasi Peraturan Pcrundang-Undangan Yang Mcmberi Pengcrtian H;;k 

Pengelolaan 

Sebagaimana dikdahui bahwa istilah hak pengelolaall tidak dikelemukan <Ii 

dalam UUP A. Dati hasil penelitian dapat diinvcntarisasikan mengenai peraturan 

perundang-undangan yang menyebutkan istilah hak pengelolaan, sebagai berikut : 

1. Peraturan l\-1enteti Agrar@ Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan 

-
Tentang Kebujaksanaan Selanjutnya. 

2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tabun 1966 Tentang Pendaftaran Hak 

Pakai dan Hak Pengelolaan. 

3. Peraturan Jvlenteri Dalam Negeri Nomor 6 Talmn 1972 Tentang Pelimpahan 

Wewcnang Pemberian hak atas Tanah. 

4. Peraturan !\1enteJl Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-

Ketentuan :Mengenai Tata eara Pemberian Hak Atas Tanah. 

5. Keputusan Presiden RI Komor 41 Talmn 1973 Tentang D,lerah Industt1 

Pulau Batam. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negro Nomor 5 TallUn 1974 Tentang Ketentuan-

- . 
ketentuan l\'Iengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan 

Perusahaan .. 

15 
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h~ralUran :\knteri Da!am ~cg.:ri Nomor 1 Tahull 197i Tcntang Tata Cara 

Pt~rmohf)n:l1l Dan r~nYi..~k"aian P~mbl~lian H~~k at~JS 13agian-Bagian lanah 

I 1ak P(:ng('lol:ian. 

g, h..:putuslin ~kntcli D.llam ~cgcll !\lpmor 43 'rahun 1977 'I'cntang 

P.:ngdol:l4l11 Dan P(;nggunaan lanah Di Da~rah Induslll Pulau Balam. 

Q. {7ml,mg,-L:nd,lllg 0:0lnOf 16 TalluH 1985 hmlang Rumah Susun. 

10. Pcraturan I\;m.;,;r:in1ah Nomor ~O Tahun 1996 Tentang H:tk Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan. Dan Hak Pakai Atas 'fanah. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

12. Peraturan Pemerintah nomOT 36 tahun '1998 Tentang Penertiban Dan 

Pendayagunaan T anah T erlantar. 

13. Undang-undang NomoI' 21 Tabun 1997 Tentang Bea Perolehan hak Atas 

Tanah Dan Bangunan. 

14. PC::l'aturan M~nll;li Negara Agl'aliai K~pala BPN No.4 T"hun 1998 Tentang 

Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalarn Pemberian Hak Atas Tanah 

~egara. 

15. Peraturan 1\,lenteri Negara Agraria /Kepala BPN No.3 Tahun 1999 Tentang 

Pelimpahan kewenangan PembeJian Dan Pembatalan Keputusan Hak Atas 

Tanah Negara. 

16. Peraturan Menteri Negara Agr31iai Kepala BPN No. 9 Tahun ,1999 Tentang 

Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hal< 

Pengelolaan. 
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17. K.t:putusal1 l\Jen!cri N~gara Agr'lria! K.~pala 13P2'-T ~omor 9Llhu!1 1997 

Tenlang PClllbclian Hal.: \:lili1\ Alas Tanah t:J1!lIK RlIJH:lh S:mg;.l C:""lkrh;ltl:l 

(RSS) dan Rumah s..:.d~rhalla (RS). 

Dad Pcraturan I\:nmdang-Undangan tersehul di alas ada b.:bcfapa yang 

mcmberi peng~l'li:m hak pcngcloiaan, sebagai berikut : 

1. P.tsal 6 ayat (1) P~Htlunm ?-..ft:nteli Agr<tJ13 Nomor 9 (ahun ) 9(;5 dan P"sal n 

Peraturan Menteri Dalam NegeIi Nomor 5 Tahun 1973 menyeblUk:m ha}1\\"01 hak 

pengelolaan adalah hak yang memberikan wcwcnang kepada pcmcg:mgny:t 

. untuk: 

a. Merencanakan peruntukan dan Penggunaan tanah yang bersangkutan 

b. Menggunakan Tanah terebut untuk keperJuan pelaksanaan tugasnya. 

c. Menyeraitkan bagian-bagian dati tanah tersebut kcpada pihak ketiga dcngan 

hak pakai beIjangka waktu 6 tahun. 

d. Menerima uang pemasukan /ganti rugiJatau uang wajib laltunan. 

2. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 menycbutkan 

bahwa hak pengclolaan adalah hak yang berisil(an wewenang untuk : 

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. 

b. Menggunakan tanah t~rsebut untuk keperluan Pelaksanaan tugasnya. 

c. Menyerahkan bagian-bagian da~ pada tanah itu kcpada pihak ketiga menurut 

persyaratan yang ditentukan olcit perusahaan pcmcgang hak tersebut yang 

meliputi egi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, 

dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada piJUtk ketiga yang 
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bersangkulan dilakukan oleh p~iabat-pejabat yang berwenang mcnurut 

Perallmm :\knh:ri Dalam i'egcli Nomor 6 tahun J 972. 

3. Pasal 1 ayat (1) Penlluran M~nt\!ri Dalam Negeri ?--:omor 1 Tahun 1911: 

)''lcnycbutkan bahwa hak pengelolaan adalah hak yang mcm~cri wewcnang 

untuk: 

a. !\·Icn:.nc.mahan peruntukan dan penggumtan tanah yang bersangkulan. 

h. Menggunakan Tanah tcrsebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. 

c. Menyerahkan bagian-bagian dari pada 13na11 itu kepada pihak ketiga menurut 

pel'syaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut , yang 

meJiputi segi-segi penmtukan, penggunaan, jangka waktu dan 'Keuangannya, 

dengan ketentuan bahwa pemberian hak a13s tanah kepada pihak ketiga yang 

bersangkutan diliikukan oleh pejabat yang benvenang sesuai dengan 

Peratw-an perundang-ndangan yang berlaku. 

Se4mgkan dalam Pel'atul'an Pemerintah Nomor 40 Taltun 1996; Pc:raturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: Peraturan Pemerintah Nornor 36 Tahun 1998, 

Peraturan Menteri Negara AgrariaJ Kepala BPN Nomor 4 Talmn 1998, Pet'atw-an 

Menteri'Negara Agraria! Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri 

Negara Agralia/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Keputusan :Menteri Negara 

AgrariaIKepala BPN NomoI' 9 Tal1Un 1997 memberikan pengerlian hak pengelolaan 

adalah hak menguasai dati ncgara yang kewenangan pelaksanaannya scbagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. 
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Sedangk.m di dalam undang-undang Nomor 21 T.thun 1997 !cl1lJng D~~! 

Pt'rokhall Hal-: Atas T,mah dan BangUtl:lIl dis~:bHfJ.;jm bahwa ha~: p~ilgdt)laall;1d,dah 

hak menguasai dati ncgara yang kc\\"cnangan pdaksanaannya scagian dilimpahk~m 

kcpada pemcgang haknya antara lain berupa percncanaan pcrunmk<1n dan 

pc:n&:,ounaan 1anah, pcn&:,ounaan wnah untuk kep~rluan pelaksamwn rugasnYli. 

fJl.':nyerahan bagian-bagiiUl dari t,mah t~rsebul kc:pada pihak kc:liga dan atnu hc:k.clj.l 

~lIna dengan pihak kctiga. 

Dari beberapa pengertian hak pengelolaan terse but dapatlah dikclompokkan 

dalam dua pengertian yakni hak ~i1gelolaan sebagai hak atas lanah dan hak 

pengelolaan sebagai· hak menguasai dati negara. Padahal antara hak atas tanah dan 

hal< menguasai dari negara mempunyai pengerl~an yang berbeda. 

Hak atas tanat. membcri wewenang kepada pemegangnya untuk 

menggunakan tanah yang bersangkutan , demikian pula tubuh bumi dan air serta 

l11ang yang ada diatasnya sekedal' dipedukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang­

undang ini dan peraturan hukum yang Iebih tinggi (pasa14ayat(2) ulJPA). 

Sedangkan hak mcnguasai dari negara memberi wcwenang untuk : 

a. l'vlengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaandan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b. Mencntukan dan mcngatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumil air -dan J'Uaflg angkaa. 
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'2. ~knentukan dan mcngatur hubungan-hubungan hukun antara ol'.mg-orang dan 

p~rbu(1tatl-pcrbua(.m hukum yang, mengenai humt,air dan ruang, (mgka~a. 

Untuk mengkaji apakah hal.: pengclolaan itu mCl'upakan hal-.: ata!; tanah atau 

hak menguasai dari negara maka hal ini dapal dikaji dati kewenangan yang dimiliki 

ileh pemegang hak pengdolaan. 

Dengan memperliatikan hahwa salah satu kewenangan dari pemegang hak 

pengelolaan adalah untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya maka jelas bahwa hak pengelolaan tennasuk hak atas tanah. 

Walaupun pemegang hak atas tanag· secara eksplisit hanya mempunyai 

-
wewenang untuk rnempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh 

bumi dan air Selia roang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 4 ayat 2 UUP A namun secara impliJit pemegang hak atas tanah tersebut 

henvenang pula untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang 

bersangkutan dan menyerabkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga. 

Pemberian pengertian bahwa hak pengelolaan merupakan bak menguasai dari 

negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang. 

haknya adalah justru akan membingungkan karena pelimpahan sebagian dati 

kewenangan hak menguasai dari negara akan menimbulkan pertanyaan. yakni 

kewenangan mana yang· dilirnpahkan ? Kewenangan pertama, kedua atau ketiga. 
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Sd~ab ~d~~!g.aim:!l1 di" .. 'bt!!ka!l dalam Pasal 2 aya\ (2) L'VPAatas dasar hak 

t'nluk iiu agar {idA tI.!Ij<l<ii kcrancuan maka perlu adanya pcmhahan 

pcngcrtian hak p.:.ngclolaan yang rnencgaskan bahw3 hak pc'lg~lolaan adalah hak 

alaS {anah. 

II. Pembelian Bagian Tanah Hak Pengelolaan Dcngan Hak ?vlilik~ lIak Guna 

Baugnonn Dan lIak Padai. 

Dalam PasaI 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 1977 

rnwenyebutkan bahwa bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang aiberi.kan kepada 

Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi, dan atau Badan Hukwn (rnilik Pemerintah 

untuk pembangunari wilayah pennuldman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga 

dan diusulkan kep"da menteri Dalam Negeri atau Gubemur Kepala Daerah yang 

bersangkut.m untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan, alau hak 

pakai sesuai dengan reneana peruntukan dan penggunaan !anah yang telah 

dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bcrsangkutan. 

Sedangkall Pasal 5 Peraturan Ivienteri Dalam Negei Nomor 1 Talmn 1977 

menyatakan bahwa hubungan hukum antara Iembaga, instansi, dan atau Badan 

Hukum (milik) Pemerintah pemegang hak pcngeolaan~ yang didiIikan atau 

ditulljuk untuk menyelenggarakan penyediaan tanah untuk berbagai jenis kegiatan 

yang tennasuk dalam bidang pembangunan pennukiman dalam ~entuk perusahaan, 

dengan tanah hak pengelolaalUl yang (dah dib~rikan kepadanya~ tidak menjadi 
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hapus dengan didaftarkalU1ya hak-hak yang dib(,~l'i.l:an kepada piha!-: k~!ig3 

sebagaiman dimaksud dalam Pcralllr,HI ini k~pada ~ep<ll;' Suh nin.~kl()rat .\ !!,1':l 1;:1 

sl.!l~mpat. 

Atas dasar ketcntuan Pasal 5 tcrsebut maka dapat ditafsirkan bahwa h:lk-hak 

yang dibcli!,:m kepada pihak 1<etigu terse but adabh suall! hak yang j.mgka 

waktunya lerbatas. Dengan a<.lanya pemh,llas<tn "" .. klu maka <lp,lbila jangkc:, ,,, .. klu 

yang te)ah diberikan kepada pihak ketiga itu te1ah habis, maka bagian-bagian dari 

tanah hal< pengelolaan tadi akan kembali dibawah kekuasaan pemegang hal. 

pengelolaan. Dengan penafsiran yang demikian maka yang dapat diberikan kepada 

puhak ketiga hanyalah dengan hak guna bangunan dan hak pakai. 

Apabila ki~ perhatikan Pasal 20 UUP A maka kita ketemukan tiga macam 

sifat yang ada dalam hak milik yam sifat turon temurun, tcrkuat dan tcrpenuh. 

Turun temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya 

yang mempunya~ tetapi dapat dilanjutkan oleh ahJi warisnya apabila pemiliknya 

meninggal dunia. Terkuat artinya jangka wa1,.1u dati hak milik itu tidak dibatasi. 

Hal 1ni berbeda dengan hak guna bangunan yang jangl,a waktunya dibatasi. 

T erpenuh artinya bahwa hak milik itu memberu wewenang kepada yang empunya, 

yang paling luas jika dibandingkan dengan hak yang lainnya. Hak millk dapat 

digunakan baik untuk usaha pertanian maupun mcndirikan bangunan (Parangin 

daJam Agus Sekannadj~ 1999:50). 

Dengan memperhatikan suat hak milik khususnya suat tulUn temurun dan 

lerkuat, maka apabiJa tanah again-bagian dan ha1,. pengelolaan tersebut diberikan 
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rJhUIl 1977 . 

t:m:lh iw).; p~ngdo::1 :ln k,,::p:ld:t pih:l).; kClig:1 dib:H :l~i (kng:1Il 11:;1.\ G Uil;") Q:mgun:lli 

dan I-bk P:llJi . 

lIi. PClllbr ri 'Hl I-Jak Al as 13C1giall Til li ah J-Iak PC llgelolaali S(>t(>l<1h Bcr!;,kunya 

Pcnllu ra n M cntc ri Ng~lr.t Agrari;lJ h.':cpa la BPN No.9 T ahull 1999 

P':lda Tanggal 14 Oklobcr 1999 (ci;lh dikcluarkan P~r:l\unlll !\'lcn tt:ri S cgilra 

Agr:U"j;l I~cpal<l BPN No mor 9 Tilhull 1999 T..:n(ang Ta ta Cara Ptomht:rian i).tll 

Pembal;ll:10 Hal-: r\I;lS T:mah i'!cgarJ Dan ll:lk Pcngeloban. 

Dengan keluamY:l p~ralur;m Icrsd, U\ llla).;J PerJ.!UfJIl \'ien lcri Dabm ~('gcri 

!\01l10r 1 Tahu 1977 Tentang Tala Cara Pcnnohonan D:m Penydesaian Pc:ml'l'rian 

I-Iak Ala!; Bagian-13 .. gjan T:mah Hnl- P~ngdolJan S~rT a Pcn(\<lOaranllY:l diJlY:llahan 

i icl:lk hcriJku. Walupun S~CJra leg.ls l11~n ";Jbul Pt:r:Hur;,n '\ 1 ..; nl ~l; 0:11am ~eg~1i 

NOlllor I Tahun 1 ~77. Namun I' c.)rauran :\'l~nlcri Nega!"a Agr:u;a Il":"Cp;lJiI UP"' 

NomoI" 9 Tahun 1999 tcrsebut tidak m t;ngatur Icnt ang bagaiman:1 1:11:1 cara 
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pl!l111.ohonan dan dan penyd~saian pemb.:rian hak alas bagian tanah hal-: 

pengdoiaan . 

.\ knurui B\1edi I-larsollo ( 2000:39lJ) ll1~skipin l'craiuran ~h::nh . .ai D:Jlmll 

~cg.eli~omor I 'fahun ] ':)77 tclah di cabUl, naroun masih dapat dUadika~ acuan 

karena apa yang di;l(uJTl~'a bdum aua p~ralUran lain yang mcngatumya. 

DiU; h'i!;il pt:llditian menunjukkan hahwa d..:ngan kelumnya Pemtman 

~knteri 2'Jegara Agraria :Kcpala BP~ Nomor 9 Talmn 1999 justru semakin 

mengac:lUkan kita dalam pemahaman mengcnai pemberian hak alas bagian tanah 

hak pengelolaan kepada pihak ketiga. 

Hal ini namllak dati ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa 

pemberian hak atas tanah adalah penetapan pernerintah yang rnernberikan suatu 

hak atas tanah ncgara, perpanjangan jangka . waktu hal\, pembaharuan hak, 

pelllbahan hak, terrnasuk pernberian hak diatas hak pengelolaan. 

Se(hmgkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pembeli.m hak me;:liputi 

hak milik hak guna llsaha, hak guna bangunan, hak pakai at as tanag negara dan hak 

pengelolaan. 

Dari ketentuan kcdua pasal tersebut dapat menimbulkan penaf.'iiran bahwa 

pemberian bagian tanah hak 1)tmgelolaan kepada pihak ketiga itu dapal dibcrikan 

dcngan hak milik. hak guna usaha~ hak guna bangunan. hak pakai dan hak 

pengelolaan. 

Pemberian hak milik di atas tanah hak pengelolaan tdah kitn bahas .di atas. 

Pemberian hak guna us .. ha Ji "I&IS tanah b'lk pengelolaan akan hcrtc;:ntang.tn d..:ngan 
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ketentuan Pasa! 28 UlJPA yang pacta intinya m~ny&ttakan bahwa h:lk guna u~~!h,! 

1l4lnyCl dapat li~l:iadi eli alai' (anah negara d:m penggunaan lanah tkngatl hak gun:! 

usaha dibatasi untuk kcpcrluan perusahaan pert.1nian, pelikan an alau p..:h.:makan. 

Dari ketentu~m Pasal 28 UUI.JA tcrscbut dapatJah ditcgaskan bah\\'a hak gUlla 

usaha hanya dapat terjadi diatas tanah negan! dnn ti(hl}.: dapat (cl:jadi di aws lan~lh 

hak lain tennasuk bak pengdolaan. 

Dati uraian tersebut nampak perlu adanya pcmbenahan d'llam Peraturan 

!\·1entcri Negara Agrana'Kepala BPN Nomor 9 TallW1 1999 khususnya yang 

berkaitan:,dengan tata eara pemberian bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak 

ketiga. 



Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dati uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hak pengelolaan Iebih tepat dikategorikan ke dalam hak atas tanah karena 

pemegang hal< pengelolaan mempunyai wewenang untuk menggunakan tanah 

tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 

2. Pemberian bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga tidak relefan 

apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria 

kususnya yang mengatur hak milik. Hal ini mengingat hak milik mempunyai 

sifat turun temunm, terkuat dan terpenuh. Dengan adanya sifat tersebut 

khususnya sifat turon temurun dan terkuat maka apabila bagian dati tanah hal< 

pengelolaan tersebut diberikan kepada pihak ketiga maka akan teIjadi pemutusan 

hubungan hukwn antara pemegang hak pengelolaan dengan tanah hak 

pengelolaannya 

Saran 

Agar Icbih memudahkan pemahaman maka perIu diberikan pengertian yang tcgas 

bahwa hak pengelolaan merupakan hak atas tanm. 
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